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ABSTRAK	 :	 -	 Menghadapi	perkembangan	keadaan	baik	di	dalam	maupun	di	luar	

negeri	 perlu	 menjawab	 tantangan	 persaingan	 global,	 dengan	
semangat	 otonomi	 daerah	 yang	 memberikan	 kewenangan	 luas,	
nyata,	dan	bertanggung	jawab	kepada	daerah	secara	proporsional.	
Otonomi	daerah	yang	diwujudkan	dengan	pengaturan,	pembagian	
dan	 pemanfaatan	 sumber	 daya	 nasional,	 serta	 perimbangan	
keuangan	 antara	 Pemerintah	 Pusat	 dan	 Daerah,	 sesuai	 dengan	
prinsip-prinsip	demokrasi,	peran	serta	masyarakat,	pemerataan	dan	
keadilan	 serta	 potensi	 dan	 keanekaragaman	 daerah	 dilaksanakan	
dalam	kerangka	Negara	Kesatuan	Republik	Indonesia.	Suatu	daerah	
perdagangan	dan	pelabuhan	bebas	dapat	mendorong	kegiatan	lalu	
lintas	 perdagangan	 internasional	 yang	 mendatangkan	 devisa	 bagi	
Negara	 serta	 dapat	 memberi	 pengaruh	 dan	 manfaat	 besar	 bagi	
Indonesia,	 untuk	 dapat	 membuka	 lapangan	 kerja	 seluas-luasnya,	
meningkatkan	 kepariwisataan	 dan	 penanaman	 modal	 baik	 asing	
maupun	dalam	negeri.	Upaya	mempercepat	pengembangan	daerah	
seiring	dengan	perwujudan	otonomi	daerah,	beberapa	wilayah	perlu	
ditetapkan	 sebagai	 Kawasan	 Perdagangan	 Bebas	 dan	 Pelabuhan	
Bebas.	 Ketentuan	 Undang-undang	 Nomor	 3	 Tahun	 1970	 tentang	
Ketentuan-ketentuan	 Pokok	 Daerah	 Perdagangan	 Bebas	 dan	
Pelabuhan	Bebas	tidak	sesuai	lagi	dengan	semangat	otonomi	daerah	
sebagaimana	diatur	dalam	Undang-undang	Nomor	22	 Tahun	1999	
tentang	 Pemerintahan	 Daerah,	 sehingga	 dipandang	 perlu	 untuk	
disempurnakan,	 dipandang	 perlu	 menetapkan	 Peraturan	
Pemerintah	 Pengganti	 Undang-undang	 tentang	 Kawasan	
Perdagangan	Bebas	dan	Pelabuhan	Bebas.	
	

	 	 -	 Dasar	hukum	peraturan	pemerintah	pengganti	undang-undang	 	 ini	
adalah	 Undang-Undang	 Dasar	 1945	 Pasal	 22	 ayat	 (1);	 UU	 No.	 22	
Tahun	1999;	UU	No.	25	Tahun	1999.	

	 	 -	 Dalam	 peraturan	 pemerintah	 pengganti	 undang-undang	 ini	 diatur	
tentang	Kawasan	Perdagangan	Bebas	dan	Pelabuhan	Bebas	adalah	
suatu	kawasan	yang	berada	dalam	wilayah	hukum	Negara	Kesatuan	
Republik	Indonesia	yang	terpisah	dari	daerah	pabean	sehingga	bebas	
dari	 pengenaan	 bea	 masuk,	 pajak	 pertambahan	 nilai,	 pajak	
penjualan	 atas	 barang	mewah,	 dan	 cukai.	 ekonomi,	 seperti	 sektor	
perdagangan,	 maritim,	 industri,	 perhubungan,	 perbankan,	
pariwisata,	dan	bidang-bidang	lain	yang	ditetapkan	dalam	Undang-
undang	pembentukan	Kawasan	Perdagangan	Bebas	dan	Pelabuhan	
Bebas.	 Jangka	 waktu	 suatu	 Kawasan	 Perdagangan	 Bebas	 dan	
Pelabuhan	 Bebas	 adalah	 70	 (tujuh	 puluh)	 tahun	 terhitung	 sejak	
ditetapkan	 sebagai	 Kawasan	 Perdagangan	 Bebas	 dan	 Pelabuhan	
Bebas.	 Kawasan	 Perdagangan	 Bebas	 dan	 Pelabuhan	 Bebas	



mempunyai	 fungsi	 sebagai	 tempat	 untuk	mengembangkan	 usaha-
usaha	 di	 bidang	 perdagangan,	 jasa,	 industri,	 pertambangan	 dan	
energi,	transportasi,	maritim	dan	perikanan,	pos	dan	telekomunikasi,	
perbankan,	 asuransi,	 pariwisata	 dan	 bidang-bidang	 lainnya.	 Untuk	
memperlancar	kegiatan	Kawasan	Perdagangan	Bebas	dan	Pelabuhan	
Bebas,	Badan	Pengusahaan	diberi	wewenang	mengeluarkan	izin-izin	
usaha	dan	 izin	usaha	 lainnya	yang	diperlukan	bagi	para	pengusaha	
yang	mendirikan	dan	menjalankan	usaha	di	Kawasan	Perdagangan	
Bebas	dan	Pelabuhan	Bebas	melalui	pelimpahan	wewenang	sesuai	
dengan	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku.	 Mata	 uang	
Rupiah	 adalah	 alat	 pembayaran	 yang	 sah	 di	 seluruh	 Kawasan	
Perdagangan	Bebas	 dan	 Pelabuhan	Bebas.	Mata	 uang	 asing	 dapat	
diperjualbelikan	 di	 Kawasan	 Perdagangan	 Bebas	 dan	 Pelabuhan	
Bebas	melalui	bank	atau	pedagang	valuta	asing	yang	mendapat	izin	
sesuai	 dengan	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 berlaku.	
Peraturan	 perundang-undangan	 di	 bidang	 keimigrasian	 Republik	
Indonesia	tetap	berlaku	di	dalam	Kawasan	Perdagangan	Bebas	dan	
Pelabuhan	Bebas.		
	

CATATAN	 :	 -	 Undang-Undang	 ini	 mulai	 berlaku	 pada	 tanggal	 diundangkan,	 1	
September	2000.	

	 	 -	 Undang-Undang	Nomor	3	Tahun	1970	tentang	Ketentuan-Ketentuan	
Pokok	Daerah	Perdagangan	Bebas	dan	Pelabuhan	Bebas	dinyatakan	
tidak	berlaku.	

	 	 -	 Penjelasan:	-		
	


